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WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI

Menimbang

Mengingat

APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

a. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja, disiplin,
dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Daerah, dengan perhitungan berbasis
produktivitas dan disiplin kerja, perlu dilakukan
peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian

tambahan penghasilan;

b. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara
di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga pembayaran
pajak penghasilan dan iuran jaminan sosial kesehatan
melalui tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil
Negara dibebankan kepada anggaran pendapatan dan
belanja daerah, perlu dilakukan perubahan ketentuan

pemberian tambahan penghasilan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan
tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil

Negara,;

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai

Aparatur Sipil Negara;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia;

2. Undang-Undang...



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3555);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Wali Kota Palu Nomor 33 Tahun 2024 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Palu Tahun
2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 33
Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota
Palu Tahun 2024 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan
penghasilan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

3. Tambahan...



10.

11.

12.

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah
tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
Kota Palu kepada Pegawai ASN yang bekerja pada
Pemerintah Daerah Kota Palu yang memenuhi
kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya
meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin,
meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan
aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.
Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang selanjutnya disebut Besaran TPP
ASN adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan
yang ditetapkan bagi setiap Pegawai ASN yang
memenuhi kriteria sebelum dikurangi dengan hasil
produktivitas kerja, tingkat kehadiran dan/atau
hukuman disiplin.

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN produktivitas
kerja yang selanjutnya disebut TPP Produktivitas
Kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan
bagi setiap ASN yakni 70% (tujuh puluh persen) dari
besaran TPP.

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN disiplin kerja
yang selanjutnya disebut TPP Disiplin Kerja adalah
jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap ASN
yakni 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan
bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Palu.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes
seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap
pertama.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan dan/atau menduduki jabatan
pemerintahan.

Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PIlt
adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang
mendapat pelimpahan wewenang karena pejabat
definitif belum dilantik.

Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh
adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang
mendapat pelimpahan wewenang karena pejabat
definitif berhalangan sementara.

Penjabat adalah pejabat sementara pada jabatan
Sekretaris Daerah  yang diangkat untuk
melaksanakan tugas karena pejabat definitif
berhalangan tetap.

13. Jabatan...



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak
PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF
adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok ASN yang
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan-kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Disiplin adalah perilaku ASN untuk bekerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin yang
dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan
disiplin ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, alat, prosedur
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Hari Kerja adalah hari yang digunakan ASN untuk
bekerja selama 5 (lima) hari kerja mulai Hari Senin
sampai dengan Hari Jumat atau selama 6 (enam) hari
kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu
yang berlaku pada Pemerintah Kota Palu untuk
waktu 37.5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per
minggu.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang
menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya
hasil program, hasil kegiatan dan hasil sub kegiatan.
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan
yang menggambarkan kinerja utama organisasi
sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (Core
Business) yang diemban.

Indikator  Kinerja Individu adalah  ukuran
keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai
berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai
tanggung jawab yang diberikan.

Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai
dengan target yang ditetapkan dalam indikator
kinerja.

Cuti Besar adalah hak ASN untuk tidak masuk kerja
yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan.

25. Cuti...



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hak ASN
untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat
yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) tahun.
Cuti karena alasan penting adalah hak ASN untuk
tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang
berwenang karena ibu, bapak, isteri/suami, anak,
adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau
meninggal dunia, atau ASN yang bersangkutan
melangsungkan perkawinan pertama atau karena
alasan lainnya untuk jangka waktu sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Cuti Tahunan adalah hak ASN untuk tidak masuk
kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang
dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Hari
Kerja.
Cuti Melahirkan adalah kondisi ASN wanita yang
tidak masuk kerja karena persalinan yang pertama,
kedua dan persalinan ketiga sejak diangkat sebagai
Calon ASN.
Cuti Bersama adalah hari yang dinyatakan untuk
tidak masuk kerja secara Nasional yang
ditindaklanjuti dengan penetapan atau surat edaran
Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
Apel pagi adalah apel yang dilakukan di halaman
kantor atau tempat lain yang ditentukan pada hari
kerja Senin sampai hari Kamis.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan
dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak
terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian
dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan,
data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data
lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh
harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Badan yang dituangkan di dalam formulir LHKASN
atau Dbentuk lainnya, yang ditetapkan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
Kota adalah Kota Palu.
Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
Provinsi Lain adalah Provinsi di luar Sulawesi
Tengah.
Kabupaten adalah Kabupaten dalam Provinsi
Sulawesi Tengah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kota Palu.

39. Wali Kota...



(2)

39. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

40. Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat
Daerah Kota Palu.

41. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya
disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada Dinas atau Badan di Lingkungan
Pemerintah Kota Palu.

42. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palu.

Ketentuan Pasal 31 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat
(4), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Penghitungan besaran nilai TPP yang diterima merupakan
nilai bersih sebelum pajak yang diterima setiap ASN dan
CPNS sebagai hasil penghitungan nilai TPP setelah
dikurangi dengan:
a. pengurangan aspek produktivitas kerja;
b. pengurangan aspek disiplin kerja; dan/atau
c. pengurangan hukuman disiplin dan menambah hari

cuti bersama.
Selain pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
nilai sebelum pajak yang diterima setiap ASN dan CPNS
dikurangi iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu
persen).
Dalam hal hasil perhitungan nilai TPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ASN dan CPNS memperoleh TPP
sebesar Rp. O (nol rupiah), yang bersangkutan tidak
dikenakan  pemotongan iuran BPJS Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pajak dan iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah tahun berkenan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Februari 2026
WALI KOTA PALU,
ttd
HADIANTO RASYID
Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2026 NOMOR 1
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